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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
1. Hukum Ruang Angkasa 
1.1 Definisi Hukum Ruang Angkasa 
Berikut beberapa pengertian hukum ruang angkasa menurut para ahli: 
a. T. May Rudy1, hukum ruang angkasa adalah hukum yang 
dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar negara demi 
menentukan hak dan kewajiban yang timbul akibat aktivitasnya 
terhadap ruang angkasa dan memberikan perlindungan terhadap 
kehidupan, terrestrial maupun non terrestrial. 
b. E. Suherman2, arti sempit dari hukum ruang angkasa yakni aturan 
hukum mengenai ruang angkasa dan pemanfaatannya. 
c. Charles de Visscher, hukum ruang angkasa merupakan keseluruhan 
norma hukum yang berlaku bagi penerbangan angkasa, pesawat 
angkasa, dan benda-benda ruang angkasa lainnya.
3
 
Hukum ruang angkasa adalah salah satu cabang hukum dari hukum 
internasional. Hal itu dikarenakan hukum ruang angkasa didasari oleh 
hukum internasional dan kerjasama internasional. Hukum ruang angkasa 
membahas hal-hal seperti, pelestarian lingkungan ruang angkasa dan bumi, 
pertanggungjawaban atas kerusakan yang disebabkan oleh benda ruang 
angkasa, penyelesaian sengketa, penyelamatan para astronot, informasi 
tentang bahaya potensial di ruang angkasa, teknologi ruang angkasa, dan 
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kerjasama international serta prinsip-prinsip fundamental terkait 
pelaksanaan kegiatan ruang angkasa.
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Hukum ruang angkasa saat ini masih dalam tahap perkembangan.
5
 
Pada proses pembentukan hukum ruang angkasa terdapat dua tahap proses. 
Tahap pertama yakni pengajuan beberapa resolusi oleh Majelis Umum 
seperti petunjuk dan cara meningkatkan kerja sama internasional serta 
penetapan prinsip tentang pengaturannya. Tahap kedua yakni deklarasi 
prinsip-prinsip hukum untuk kegiatan di ruang angkasa yang berkaitan 




1.2 Kedudukan Hukum Ruang Angkasa dalam Hukum Internasional 
Hukum ruang angkasa merupakan perkembangan dari hukum 
internasional. Maraknya kegiatan negara-negara di ruang angkasa menjadi 
alasan perlu dibentuk suatu regulasi hukum internasional yang mengatur 
hal tersebut. Sehingga muncullah hukum ruang angkasa yang 
dimaksudkan akan menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan 
hukum yang muncul sejalan dengan kegiatan-kegiatan di ruang angkasa 
baik ekplorasi maupun eksploitasi. 
Pada umumnya hukum ruang angkasa sama seperti hukum 
internasional. Dimana terdiri dari sejumlah perjanjian internasional, 
traktat, konvensi-konvensi, dan resolusi Majelis Umum Perserikatan 
Bangsa-bangsa serta peraturan organisasi internasional. Oleh karena itu, 
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segala aturan hukum yang ada pada hukum ruang angkasa berlaku untuk 
seluruh negara. 
Institut Internasional Hukum Ruang Angkasa mencatat
7
, perjanjian-
perjanjian internasional mengenai prinsip-prinsip yang mengacu pada 
kegiatan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, termasuk bulan dan 
benda-benda ruang angkasa lainnya dan instrument internasional lainnya 
yang dibentuk untuk mengatur mengenai kegiatan itu telah berhasil 
menjawab tantangan untuk menciptakan kerangka hukum untuk eksplorasi 
dan penggunaan ruang angkasa untuk kedamaian dan menjaga lingkungan 
ruang angkasa untuk kepentingan manusia. 
Namun, setelah itu ada perubahan signifikan dalam aktivitas di ruang 
angkasa yang melahirkan kebutuhan untuk mengembangkan kembali 
kerangka hukum lebih lanjut sekaligus melindungi masyarakat 
internasional dengan apa yang diperoleh sehingga SubKomite Hukum dari 
Komite Penggunaan Ruang Angkasa untuk Kedamaian yang memiliki 
tugas sebagai wahana pembuatan undang-undang di dalam Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB), saat ini sedang melakukan riset untuk mengambil 
isu-isu yang berkaitan dengan hukum ruang angkasa. 
Hukum ruang angkasa yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa melalui Komite Penggunaan Ruang Angkasa untuk Kedamaian 
bersama dengan SubKomite Hukumnya mencerminkan pentingnya 
masyarakat internasional untuk melakukan kerjasama internasional dalam 
kegiatan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa. Sejauh ini, lima 
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prinsip hukum internasional di dalam lima perjanjian
8
 mengenai hal-hal 
yang berkaitan dengan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa untuk 
Kedamaian telah disusun oleh PBB secara bertahap demi menciptakan 
rezim hukum yang baik untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan 
ruang angkasa. 
Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menciptakan rezim hukum yang 
mengatur kegiatan yang berkaitan dengan ruang angkasa dibantu juga oleh 
Organisasi Internasional yang berkontribusi khususnya pada rezim hukum 
yang mengatur kegiatan kooperatif internasional ruang angkasa seperti 
Badan Energi Atom Internasional atau International Atomic Energy 
Agrncy (IAEA). Beberapa negara pun juga telah menambahkan aturan 
hukum ruang angkasa melalui penerapan undang-undang nasional mereka 
dalam mengatur aktivitas mereka di ruang angkasa. 
 
1.3 Prinsip-prinsip dalam Hukum Ruang Angkasa 
Peraturan dasar hukum ruang angkasa adalah Perjanjian Tahun 1967 
mengenai Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara dalam 
Eksplorasi dan Penggunaan Ruang Angkasa, termasuk bulan dan Benda-
benda Ruang Angkasa Lainnya (Outer Space Treaty 1967). Outer Space 
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Treaty 1967
9
 telah menetapkan serangkaian prinsip yang telah diuraikan 
dan diterapkan dalam perjanjian-perjanjian internasional dan hukum 
nasional. Prinsip-prinsip ini antara lain
10
: 
1. Prinsip bermanfaat dan untuk kepentingan umat manusia (for the 
benefit and in the interests of all mankind), yaitu segala kegiatan 
eksplorasi di ruang angkasa harus bertujuan untuk memberi 
manfaat dan kepentingan untuk umat manusia. 
2. Prinsip kebebasan ekplorasi dan eksploitasi (freedom of exploration 
and use by all states), yaitu negara-negara bebas untuk melakukan 
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa tanpa ada batas 
tingkat ekonomi ataupun tingkat kemampuan bidang teknologi.  
3. Prinip tidak dapat dimiliki (non-appropriation), yaitu tidak ada 
satupun yang dapat memiliki ruang angkasa ataupun mengklaim 
kedaulatan di ruang angkasa. 
4. Prinsip tujuan damai (for peaceful purposes), yaitu kegiatan 
eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa harus memiliki tujuan 
damai dan menjamin terwujudnya kedamaian di ruang angkasa. 
5. Prinsip pembatasan kegiatan militer dan larangan senjata 
(restriction on military activities and prohibition of weapons of 
mass destruction in outer space), yaitu kegiatan apapun yang 
berhubungan dengan militer di ruang angkasa harus dibatasi dan 
                                                          
9
 Treaty on Principle Governing the Activities of States in the Exploration and Use of 
Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, Jan. 27, 1967. 
10
 United Nations Office for Outer Space Affairs, United Nations Treaties and Principles 
On Outer Space related General Assembly resolution and other documents, Vienna, 2013, hal. 
33-34.  
negara-negara tidak diijinkan menyimpan senjata pembunuh masal 
di ruang angkasa. 
6. Prinsip tanggung jawab (responsibility and liability), yaitu kegiatan 
ruang angkasa baik eskplorasi maupun eksploitasi yang dilakukan 
oleh negara-negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan semua 
negara yang bersangkutan akan kegiatan itu harus bertanggung 
jawab. 
7.  Prinsip common heritage, yaitu ruang angkasa merupakan warisan 
dan milik seluruh umat manusia 
8. Prinsip hukum internasiona umum berlaku (appblicability of 
general international law), yaitu sewajarnya hukum internasional 
secara umum tetap berlaku karena hukum ruang angkasa bagian 
dari hukum internasional. 
9. Prinsip kerjasama internasional (international cooperation), yaitu 
syarat mutlak dari kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi ruang 
angkasa adalah kerjasama internasional. 
 
2. Tanggung Jawab Negara 
2.1 Definisi Tanggung Jawab Negara 
Definisi tanggung jawab secara harfiah adalah keharusan menanggung 
akibat dari segala sesuatu yang tidak semestinya.
11
 Sedangkan menurut F. 
Sugeng Istanto
12
, definsi tanggung jawab adalah keharusan membalas 
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sebanding dengan apa yang telah terjadi dan keharusan memulihkan dari 
akibat yang timbul. 
Pengertian dari tanggung jawab negara adalah kewajiban suatu negara 
untuk memulihkan akibat yang timbul dari perbuatannya yang 
bertentangan baik secara nasional maupun internasional. Dengan begitu 
tanggung jawab negara menjadi prinsip dan salah satu sumber hukum yang 
berlaku.  
 
2.2 Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional 
Negara-negara sebagai subyek hukum internasional sudah selayaknya 
memahami dan mematuhi aturan hukum internasional. Setiap negara 
memiliki kedaulatannya masing-masing pada teritorialnya tetapi hal itu 
tidak menjadikan negara dapat melakukan segala sesuatu semaunya 
sendiri. Dengan begitu setiap negara wajib menghormati kedaulatan 
negara lain dan jika suatu negara merebut hak negara lain maka negara 
tersebut wajib bertanggung jawab.
13
 
Hukum internasional telah mengatur bahwa setiap negara wajib 
tunduk dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang melawan 
hukum. Sehingga apabila suatu negara melawan aturan yang ada pada 
hukum internasional. Maka negara dianggap melakukan kesalahan 
terhadap hukum internasional (internationally wrongful acts) dan dapat 
dimintai tanggung jawab.  
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Terdapat dua macam tanggung jawab yang dikenal oleh hukum 
internasional. Dua macam tersebut yaitu kewajiban menaati perjanjian-
perjanjian internasional dan kewajiban memulihkan kerugian pada subjek 
hukum internasional. Adapun beberapa faktor dasar berhubungan dengan 
tanggung jawab antara lain seperti
14
: 
1. Bahwa kewajiban hukum internasional masih mengikat pada para 
pihak yang bersangkutan. 
2. Bahwa para pihak lalai atau melakukan perbuatan melawan hukum 
sehingga melanggar kewajiban hukum internasional dan para pihak 
wajib bertanggung jawab. 
3.  Bahwa tindakan lalai dan perbuatan melawan hukum telah 
menimbulkan kerugian. 
Hukum internasional  memiliki dua macam prinsip tanggung jawab 
negara. Dua macam prinsip tersebut yaitu tanggung jawab internasional 
negara (International Responsibility) dan pertanggungjawaban 
internasional negara (International Liability). Perbedaan dari dua prinsip 
itu yakni jika responsibility mengandung arti dari kewajiban menaati 
perjanjian internasional sebagai bentuk pencegahan dan pemulihan 
terhadap hal-hal tertentu, sedangkan jika liability mengandung arti 




Hukum internasional saat ini sudah mempunyai aturan yang dapat 
digunakan sebagai pedoman bagi negara maupun pihak manapun dalam 
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melakukan kegiatannya di ruang angkasa. Aturan tersebut dikenal dengan 
Treaty on Principle Governing the Activities of States ini Exploration and 
Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies 
(Outer Space Treaty 1967).  Di dalam Outer Space Treaty ini pun sudah 
diatur hal-hal yang berkaitan dengan prinsip tanggung jawab Negara 
dalam Hukum Internasional baik International Responsibility ataupun 
International Liability. 
 
3. Instrumen Hukum Ruang Angkasa 
3.1 Treaty on Principle Governing the Activities of States ini 
Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other 
Celestial Bodies (Outer Space Treaty) Tahun 1967  
Perkembangan dan kemajuan teknologi baik dibidang komunikasi 
maupun persenjataan yang mana keduanya memasuki ranah ruang 
angkasa, maka muncullah suatu perkembangan di bidang hukum 
internasional yaitu hukum ruang angkasa. Hukum ruang angkasa 
dimaksudkan menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum 
yang muncul sejalan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di ruang 
angkasa. Demi mewujudkan hal tersebut maka dibuatlan suatu traktat 
internasional yang diberi nama Treaty on Principle Governing the 
Activities of States ini Exploration and Use of Outer Space, Including the 
Moon and Other Celestial Bodies atau biasa dikenal dengan sebutan Outer 
Space Treaty 1967. 
Outer Space Treaty menjadi instrument dasar hukum bagi kegiatan 
Negara-negara di ruang angkasa. Rezim hukum yang diterapkan oleh 
Outer Space Treaty telah sukses menjaga kedamaian di ruang angkasa 
sejak puncak masa perang dingin. Namun masih ada banyak masalah 
dalam hukum ruang angkasa yang saat ini belum sepenuhnya tertangani. 
Pada tanggal 27 Januari 1967 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa dengan suara bulat mengadopsi Outer Space Treaty 1967 yang 
sebagian besar dikontribusi oleh Deklarasi Prinsip Tahun 1963.
16
 Selama 
berlangsungnya negosiasi antara Committee On the Peaceful Uses of 
Outer Space (COPUOS) dan Komite Pertama Majelis Umum, keduanya 
sepakat mengumumkan bahwa tujuan utama mereka adalah mencegah 
perluasan perlombaan senjata ke ruang angkasa demi menjaga kedamaian 
di ruang angkasa. 
Pada tanggal 7 Mei dan 30 Mei 1966, Amerika Serikat
17
 dan Uni 
Soviet
18
 masing-masing mengajukan kepada COPUOS draft perjanjian 
yang dimaksudkan untuk demiliterisasi bulan dan benda-benda ruang 
angkasa lainnya dan demiliterisasi sebagian ruang angkasa melaui 
pelarangan pengembangan senjata nuklir dan WMD lainnya di orbit. 
Kemudian ketentuan ini diintregrasikan ke dalam Pasal IV Paragraf 1 dan 
2 Outer Space Treaty yang membahas maksud demiliterisasi ruang 
angkasa. Pasal IV Outer Space Treaty tersebut menyebutkan: 
“States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the 
Earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of 
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weapons of mass destruction, install such weapons on celestial bodies, 
or station such weapons in outer space in any other manner.  
 
The Moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties 
to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of 
military bases, installations and fortifications, the testing of any type of 
weapons and the conduct of military manoeuvres on celestial bodies 
shall be forbidden. The use of military personnel for scientific research 
or for any other peaceful purposes shall not be prohibited. The use of 
any equipment or facility necessary for peaceful exploration of the 
Moon and other celestial bodies shall also not be prohibited”. 
 
Jika diterjemahkan, pada paragraf pertama dikatakan bahwa setiap 
negara anggota perjanjian dilarang meluncurkan benda-benda yang 
membawa senjata nuklir atau senjata perusak masal lainnya, membangun 
persenjataan tersebut di orbit sekeliling bumi dan benda-benda langit, atau 
menempatkannya di antariksa. Lalu di paragraph kedua dikatakan bahwa 
negara-negara pihak juga dilarang untuk membangun pangkalan militer, 
instalasi dan perbentengan, serta percobaan segala bentuk senjata dan 
tindakan manuver militer pada benda-benda langit. Namun, penggunaan 
peralatan maupun personil militer untuk maksud-maksud damai tidak 
dilarang.  
Menurut mantan ketua COPUOS Austria, Peter Jankwitsch
19
, ada 
perbedaan antara demiliterisasi sebagian ruang angkasa dan demiliterisasi 
penuh benda langit. Sangat penting untuk dicatat, bahwa bagaimanapun 
penggunaan militer yang dipertimbangkan saat itu tidak mencakup 
penyebaran senjata di ruang angkasa atau satelit yang memiliki kekuatan 
penghancur. Oleh karena itu COPUOS dan Majelis Umum menerapkan 
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asas penggunaan secara damai ke seluruh ruang angkasa seperti yang 
tercantum dalam pertimbangan pembukaan 2 dan 4 serta dalam Pasal III 
dan IV Outer Space Treaty 1967 sehingga para penandatangan 
menegaskan komitmen mereka terhadap penggunaan ruang angkasa secara 
damai sebagai tujuan mendasar dari Outer Space Treaty. Outer Space 
Treaty 1967 saat ini merupakan magna charta hukum ruang angkasa. 
Dimana perjanjian ini menegaskan prinsip-prinsip dasar dari Deklarasi 
Prinsip 1963 terutama pada Pasal I paragraf 1 Outer Space Treaty yang 
menyatakan: 
The exploration and use of outer space, including the Moon and other 
celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interests 
of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific 
development, and shall be the province of all mankind.  
 
Jika diterjemahkan, ruang angkasa bebas digunakan oleh siapapun 
asalkan membawa manfaat dan untuk kepentingan bersama seluruh umat 
manusia (“the provine of all mankind”). Outer Space Treaty dengan 
sedemikian rupanya menempatkan kepentingan bersama semua negara 
yang mana ruang angkasa harus digunakan untuk tujuan damai sehingga 
kebebasan suatu negara di ruang angkasa tidak hanya dibatasi oleh hak-
hak Negara lain tetapi juga oleh kepentingan bersama masyarakat 
internasional yang hanya dapat diupayakan dan dicapai dengan 




3.2 Prevention of an Arm Race in Outer Space Treaty (PAROS) 
Pada tahun 1959, Majelis Umum PBB membentuk sebuah komite 
pemanfaatan ruang angkasa secara damai yang diberi nama Committee On 
the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS). Komite ini mengidentifikasi 
area-area untuk kerjasama internasional dalam penggunaan ruang angkasa 
secara damai, merancang program yang akan dilakukan oleh PBB, 
mendorong penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ruang 
angkasa, dan mempelajarin masalah hukum yang timbul dari pemanfaatan 
ruang angkasa. 
Salah satu masalah hukum yang timbul dari pemanfaatan ruang 
angkasa yakni mempersenjatai ruang angkasa “space weaponization”. 
Mempersenjatai ruang angkasa umumnya dipahami mengacu pada 
penempatan senjata di ruang angkasa yang memiliki kapasitas destruktif di 
orbit. Tetapi banyak ahli yang berpendapat bahwa senjata berbasis di darat 
yang dirancang atau digunakan untuk menyerang asset yang berada di 
ruang angkasa juga merupakan mempersenjataai ruang angkasa. Beberapa 
juga berpendapat bahwa senjata yang melintasi ruang angkasa untuk 




Demi mengatasi persenjataan ruang angkasa, dokumen terakhir 
Majelis Umum PBB bagian pelucutan senjata mengamanatkan bahwa 
perundingan harus dilakukan sehingga diadakan konferensi pelucutan 
senjata “Conference on Disarmament” (CD) yang dimaksudkan untuk 
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mencegah perlombaan senjata di ruang angkasa sesuai dengan semangat 
Outer Space Treaty sehingga dengan adanya pengontrolan senjata dan 
pelucutan senjata dapat menjadi upaya dalam menjaga perdamaian dan 
stabilitas internasional. 
Pada tahun 1985 Conference on Disarmament membentuk komite ad 
hoc untuk mengindentifikasi dan memeriksa isu-isu yang relevan dengan 
pencegahan perlombaan senjata di ruang angkasa, seperti perlindungan 
satelit, larangan system tenaga nuklir di ruang angkasa, dan berbagai 
langkah pengembangan lainnya. 
Mayoritas Negara anggota PBB khawatir akan persenjataan ruang 
angkasa. Hal ini dikarenakan persenjataan ruang angkasa akan 
menyebabkan terjadinya perlombaan senjata dan Negara-negara anggota 
bersikeras untuk membuat sebuah perjanjian sebagai cara untuk mencegah 
perlombaan senjata dan menekankan bahwa perjanjian ini tidak membatasi 
akses di ruang angkasa namun akan membatasi persenjatan ruang angkasa. 
Melihat hal itu maka dibentuklah sebuah perjanjian yang bernama 
Prevention of an Arm Race in Outer Space Treaty (PAROS). Perjanjian 
PAROS akan melengkapi dan menegaskan kembali pentingnya Outer 
Space Treaty yang bertujuan untuk melestarikan ruang angkasa untuk 
penggunaan damai dengan melarang penggunaan senjata ruang angkasa, 
pengembangan teknologi senjata ruang angkasa, dan teknologi yang 
berkaitan dengan pertahanan rudal “missile defense” serta perjanjian ini 




Diskusi tentang PAROS menjadikan beberapa negara 
mempertimbangkan manfaat rancangan perjanjian mengenai pencegahan 
penempatan senjata di ruang angkasa dan perjanjian mengenai ancaman 
atau penggunaan kekuatan terhadap benda ruang angkasa yang diajukan 
oleh Rusia dan China sementara beberapa negara yang lain menyuarakan 
agar segera dibentuk suatu instrument hukum internasional baru yang 
mengikat dan komprehensif terkait kode etik internasional untuk kegiatan 
ruang angkasa dengan membahas transparansi kegiatan, puing-puing ruang 
angkasa, dan pengembangan dan pengujian senjata anti satelit.
22
 
Ruang angkasa saat ini sedang menghadapi tantangan yang cukup 
signifikan dari proliferasi puing-puing orbital berbahaya yang 
memungkinkan adanya peningkatan tabrakan yang dapat merusak satelit di 
orbit geostasioner, meningkatnya kejenuhan spectrum frekuensi radio serta 
ancaman gangguan yang disengaja seperti penghancuran satelit. Maka 
terbentuknya PAROS menjadi hal yang sangat penting untuk memperkuat 
stabilitas strategi dan menjadi perlindungan hukum bagi ruang angkasa 
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3.3 Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 
Treaty (Registration Convention)  
Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 
Treaty atau biasa dikenal dengan sebutan Registration Convention 
merupakan konvensi yang menguraikan prinsip pertama Pasal VIII Outer 
Space Treaty 1967 dibentuk dan ditanda tangani pada tanggal 14 Januari 
1975 dan mulai berlaku pada tanggal 15 September 1976.
24
 Di dalam 
konvensi ini, negara-negara anggota dan organisasi internasional akan 
melaporkan kegiatan mereka dalam mendaftarkan objek ruang angkasa 
dan mengirimkan informasi yang diperlukan ke kantor PBB untuk urusan 
ruang angkasa agar dimasukkan ke dalam daftar. Hal ini sesuai dengan apa 
yang disebutkan dalam Pasal II ayat 1 Registration Convention: 
"When a space object is launched into earth orbit or beyond, the 
launching State shall register the space object by means of an entry in 
an appropriate registry which it shall maintain." 
Jika diartikan bahwa sebuah benda angkasa yang diluncurkan ke orbit 
atau lebih maka negara peluncur harus mendaftarkan benda nagkasa 
tersebut dengan maksud agar benda angkasa tersebut terpelihara. Hal ini 
pun sesuai dengan Pasal III Registration  Convention, PBB membuat 
daftar untuk mencatat informasi tentang benda-benda angkasa yang akan 
diluncurkan ke orbit bumi atau ke luar sesuai kemampuan yang dimiliki 
negara itu. Terdapat tiga alasan yang diajukan dalam membentuk sistem 
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Diadopsi dari Resolusi Majelis Umum 3235 (XXIX). The Registration Convention memiliki 53 
peserta, termasuk United States, Russia, dan China. 
pendaftaran terpusat, yaitu manajemen lalu lintas ruang angkasa, 
keamanan ruang angkasa, dan identifikasi objek ruang angkasa. 
Ketika negara peluncur telah memasukkan benda ruang angkasanya ke 
dalam daftar, maka negara peluncur harus memberikan informasi tertentu 
tentang objek tersebut kepada Sekertaris Jenderal PBB.
25
 Suatu negara 
dapat memberikan informasi tambahan mengenai benda ruang ankasanya 
namun opsi ini sepenuhnya tergantung pada pertimbangan masing-masing 
negara.
26
 Sebagai tambahan setiap negara harus memberitahukan kepada 
Sekertaris Jenderal PBB semaksimal dan sesegera mungkin terkait benda 
ruang angkasa yang sudah tidak lagi berada di orbit bumi.
27
 Dengan begitu 
tercerminlah tujuan dari Registration Convention yakni untuk membantu 
identifikasi benda ruang angkasa dan penentuan kewarganegaraan untuk 
tujuan yurisdiksi.
28
 Namun penetuan identitas benda ruang angkasa 
diserahkan kepada masing-masing negara yang memiliki kemampuan 
untuk memantau dan melacak benda. Hal ini seperti apa yang disebutkan 
dalam Pasal VI Registration Convention yang menyebutkan: 
“Where the application of the provisions of this convention has not 
enable a State Party to identify a space object which has caused 
damage to it or to any of its natural or juridical persons, or which 
may be of a hazardous or deleterious nature, other State Parties, 
including in particular States possessing space monitoring and 
tracking facilities, shall respond to the greatest extent feasible to a 
request by that State Party, or transmitted through the Secretary-
General on its behalf, for assistance under equitable and reasonable 
conditions in the identification of the object. A State Party making 
such a request shall, to the greatest extent feasible, submit information 
as to the time, nature and circumstances of the events giving rise to 
the request. Arrangements under which such assistance shall be 
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rendered shall be the subject of agreement between the parties 
concerned.” 
 
Terkait pengembangan rezim hukum untuk Low Earth Orbit (LEO) 
harus dipertimbangkan dengan melihat perubahan-perubahan terbaru 
seperti isu keamanan kepemilikan mengenai pesawat ruang angkasa yang 
harus segera ditangani seperti dengan adanya Registration Convention 
yang dikelola oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Banga, Majelis 
Umum PBB mendorong negara-negara anggota untuk mematuhi Konvensi 
Pendaftaran Objek yang diluncurkan ke Luar Angkasa.  
Peran Komite Penggunaan Ruang Angkasa secara Damai dan 
Subkomite hukumnya menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dan peraturan-
peraturan yang diperlukan untuk mengatur kebutuhan ruang angkasa perlu 
diperkuat mengikuti perkembangan aktivitas manusia. Salah satunya 




3.4 Convention on International Liability for Damage Caused by Space 
Objects (Liability Convention) Tahun 1972 
Liability Convention merupakan konvensi yang menguraikan maksud 
dari Pasal VII Outer Space Treaty 1967 yang membahas terkait hal 
tanggung jawab. Pasal tersebut menyebutkan bahwa negara peserta 
memiliki tanggung jawab internasional atas kerusakan yang dialami oleh 
negara peseta lainnya baik kejadian tersebut di bumi, di ruang udara 
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ataupun di ruang angkasa, termasuk bulan dan benda ruang angkasa 
lainnya. 
Resolusi Majelis Umum PBB 2601 B (XXIV) pada tanggal 16 
Desember yang berisi akan perlunya dibuat suatu konvensi yang mengatur 
masalah tanggung jawab maka pada tahun 1972 disahkanlah suatu 
perjanjian yang diberi nama ”Convention on International Liability for 
Damage Caused by Space Objects 1972” atau Liability Convention. 
Liability Convention mengemukakan sistem tanggung jawab ganda 
yang mana hal itu termuat dalam Pasal I – VII konvensi ini. Penjelasan 
tanggung jawab ganda yaitu: 
1. Tanggung jawab absolut (absolute liability), dimana tanggung 
jawab berlaku jika kerugian dialami di atas permukaan bumi atau 
terhadap sebuah pesawat terbang . 
2. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault), 
dimana tanggung jawab berlaku jika kerugian dialami di tempat 
yang bukan diatas permukaan bumi. 
Pasal I dari Konvensi ini membahas definisi-definsi yang mencakup 
definisi dari istilah kerusakan “damage” dan benda ruang angkasa “space 
object”. Kerusakan yang didefinisikan dari konvensi ini yaitu kehilangan 
nyawa, cedera pribadi atau kerusakan kesehatan lainnya, kehilangan atau 
kerusakan pada property negara atau orang atau milik organisasi 
internasional antar pemerintah.
30
 Sedangkan definisi dari benda ruang 
angkasa yaitu bagian komponen benda ruang angkasa serta kendaraan 
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peluncurnya dan bagiannya.
31
 Kedua istilah ini sangat berperan aktif dalam 
ketentuan konvensi ini saat pertanggungjawaban terjadi. 
Pasal II dari konvensi ini menetapkan bahwa negara peluncur akan 
bertanggung jawab atas kerusakan di permukaan bumi atau pesawat 
terbang yang disebabkan oleh benda ruang angkasanya sesuai teori 
tanggung jawab mutlak “absolute liability”.
32
 Sebaliknya menurut Pasal 
III, jika kerusakan dialami pada benda ruang angkaa bukan di permukaan 
bumi, maka negara peluncur hanya bertanggung jawab jika itu sebuah 
kesalahan “liability based on fault”.
33
 
Tanggung jawab dalam konvensi ini biasanya disebabkan akibat 
masalah yang ditimbulkan oleh sampah ruang angkasa milik negara 
peluncur.
34
 Prinsip tanggung jawab yang timbul dari Pasal II dimana 
negara peluncur memiliki tanggung jawab mutlak akibat kerusakan yang 
ditimbulkan. Dalam hal itu negara penuntut atau negara yang merasa 
dirugikan perlu memberitahukan kerusakan yang ditimbulkan tetapi tidak 
memiliki kewajiban untuk membuktikan kesalahan negara peluncur agar 
bertanggung jawab. Sedangkan prinisp tanggung jawab yang timbul dari 
Pasal III dimana negara peluncur memiliki tanggung jawab akibat 
kesalahan. Dalam hal ini negara yang merasa dirugikan atau negara 
penuntut wajib membuktikan kesalahan yang dibuat oleh negara peluncur 
sehingga negara yang dirugikan wajib memiliki bukti bahwa kerusakan 
yang dialaminya disebabkan oleh negara peluncur. 
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Selanjutnya Pasal VIII (1) Liability Convention menyatakan: 
“A State which suffers damage, or whose natural or juridical persons 
suffer damage, may present to a launching State a claim for 
compensation for such damage.”  
Jika diartikan bahwa negara yang mengalami kerugian yang akibatkan 
oleh negara peluncur lainnya dapat mengajukan tunutan ganti rugi atau 
kompensasi kepada negara peluncur. Ganti rugi yang dapat  diterima oleh 
negara yang dirugikan sebesar biaya untuk mengganti kerusakan yang 
dialami. 
Pengaturan selanjutnya yakni Pasal IX Liability Convention yang 
menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi atau kompensasi yang diajukan oleh 
negara yang merasa dirugikan kepada negara peluncur dilakukan dengan 
cara jalur diplomatik. Hal ini dimaksudkan sebagai cara penyelesaian 
konflik secara damai.
35
 Namun jika negara penuntut dengan negara 
peluncur tidak memiliki hubungan diplomatik maka negara yang dirugikan 
dapat meminta negara lain yang mempunya hubungan diplomatik dengan 
negara peluncur untuk mewakilkan tuntutannya. Dan jika tetapi tidak 
ditemukan kesepakatan oleh kedua belah pihak maka negara yang merasa 
dirugikan dapat meminta pertolongan kepada Sekertaris Jenderal PBB 
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4. Anti Satellite Weapons (ASAT) 
4.1 Definisi ASAT 
Anti Satellite Weapons adalah suatu jenis teknologi antariksa yang 
digunakan untuk membuat satelit tidak berfungsi atau menghancurkan 
kemampuan satelit yang sedang beroperasi.
37
 Senjata anti satelit 
merupakan suatu senjata yang dapat menghancurkan satelit, mengganggu 
satelit, menghambat kemampuan suatu bangsa untuk mengumpulkan 
intelijen, atau senjata serangan langsung.
38
 
Istilah ASAT diartikan sebagai suatu peralatan yang memiliki 
kemampuan menghancurkan satelit yang sedang beroperasi di orbit. ASAT 
dapat berbasis di darat, udara, dan ruang angkasa. Mengenai cara kerja 
dari ASAT yang berbasis di darat dan udara yaitu (a) meluncurkan misil 
yang berhulu ledak nuklir maupun tidak nuklir, (b) peralatan orbit dengan 
memiliki hulu ledak, (c) menggunakan senjata energy langsung seperti 
laser. Sedangkan yang berbasis di ruang angkasa dengan cara ranau 
peledak, senjata energy kinetik, interceptor konvensional
39
 
ASAT dapat melumpuhkan target dengan cara kekerasan yang dapat 
menimbulkan ledakan. Dimana sebuah ASAT terdiri dari:
40
 
1. Satu penyergap yang diluncurkan ke orbit yang sama dengan 
satelit target lalu diledakkan dengan butiran logam. 
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2. Satu penyergap membenturkan secara langsung ke satelit 
sampai hancur. 
3. Senjata tenaga gerak dengan elektromagnetik 
4. bentuk pengunaan lain dari satelit proyektil. 
 
4.2 Kasus Penembakan ASAT milik China terhadap Satelit Fengyun 1C 
dan Akibatnya. 
Pada tanggal 11 Januari 2007 tepat sepuluh tahun yang lalu China 
berhasil melakukan uji coba penembakan senjata anti satelitnya yang 
pertama dengan meluncurkan rudal balistik yang dilengkapi dengan 
senjata pembunuh kinetik yang ditembakkan dari mobile transporter 
erectorlaunched (TEL) ditujukan untuk menghancurkan satelit cuaca 
miliknya yang bernama Fengyun 1C yang telah beroperasi sejak 
diluncurkan dari Pusat Antariksa Taiyuan pada tanggal 10 Mei 1999 di 
Low Earth Orbit (LEO) di ruang angkasa dari Pusat Antariksa Xichang di 
Provinsi Sichuan. China telah menggunakan rudal balistik jarak jauh yang 
bernama DongFeng 21 dengan kapasitas muatan 600kg dan kisaran 1.170 
km untuk melakukan tes penembakan ASAT ini.
41
 
Akibat uji coba penembakaan ASAT yang dilakukan China yang 
dimaksudkan untuk menghancurkan satelit Fengyun 1C menghasilkan 
pecahan atau puing-puing yang mana pecahan tersebut menjadi sampah 
ruang angkasa di orbit ruang angkasa. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
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adanya puing-puing tersebut menjadi ancaman bagi satelit dan kru ruang 
angkasa lainnya. 
The Center for Space Standars & Innovation  (CSSI), yang bekerja 
sama dengan para riset dan pengajar untuk mengembangkan cara yang 
lebih baik untuk memvisualisasi analisis astrodinamika menyadari 
perlunya memberikan analisis yang mudah dipahami untuk memfasilitasi 
diskusi mengenai tes ASAT. Data orbital dalam bentuk NORAD two line 
element (TLE) mulai menganalisis sampah ruang angkasa yang dihasilkan 
oleh tes ini. CSSI mulai mengembangkan grafik animasi interaktif dan 
analisis lainnya untuk membantu memahami subjek ini lebih baik. 
Pada awal sesaat setelah kejadian tes uji coba penembakaan ASAT ini 
dilakukan CSSI melaporkan bahwa terdapat 32 potongan puing atau 
sampah ruang angkasa hasil dari uji coba penembakan ASAT tersebut. 
Lalu sekitar awal Agustus, CSSI melaporkan bahwa terdapat 2.087 
potongan puing-puing atau sampah ruang angkasa akibat hasil uji coba 
tersebut. Hal itu dapat dilihat di katalog satelit NORAD dan data TLE 
CSSI, akibatnya analisis dan visualisasi diperbarui secara berkala di situs 
celes track. 
Menurut observasi yang dilakukan USS Space Surveillance Network 
(SSN) telah terjadi penambahan sampah ruang angkasa dari hasil terakhir 
yakni 2.087 sampah. Kemudian analisis dari NASA Orbital Debris 
Program Office juga mengestimasikan terdapat 35.000 sampah ruang 
angkasa. Peristiwa uji coba penembakan ASAT ini secara signifikan 
meningkatkan jumlah puing di orbit bumi dan sebagian besar puing-puing 
tersebut akan tetap di orbit selama berabad-abad. Hal tersebut 
mengimplikasi bahwa puing-puing atau sampah ruang angkasa akan 
mempersulit operator satelit mencoba menghindari benturan orbit dan 
akan menghadirkan tantangan yang terus menerus meningkat untuk 
menjaga kesadaran situasional.  
Pada tahun 2013 dikabarkan bahwa telah terjadi kasus yakni 
tertabraknya benda ruang angkasa milik Rusia yaitu satelit reflektor yang 
bernama Ball Lens In The Space (BLITS) oleh puing sampah ruang 
angkasa yang diperkirakan merupakan sampah satelit Fenyun 1C pasca 
penembakan ASAT yang dilakukan China.
42
 Dalam insiden tabrakan ini 
diketahui bahwa telah terjadi perubahan signifikan pada orbit satelit 
BLITS akibat adanya bagian dari BLITS yang rusak dan terlepas sehingga 
membuatnya menjadi tidak berfungsi dan bergerak tidak menentu.
43
 
Melihat hal tersebut Rusia mengambil tindakan dan ditemukan bahwa ada 
sampah ruang angkasa milik Fengyun 1C didekat satelit BLITS. 
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